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Dengan ini menyatakan bahwa:
Skripsi ini berjudul * Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan
Dana Desa Di Desa Mo'opiya” adalah benar-benar asli atau merupakan
karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana
baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tingggi lainnya.
Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan
pihak lain kecuali arahan dan bimbingan atau saran pembimbing dan penguji
pada saat ujian skripsi ini.
Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah
dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan
dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam
daftar pustaka.

Pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat
kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,
maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
skripsi dan gelar yang saya peroleh diskripsi ini.

NIM : HI121103
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, bermoral
dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dicapai melalui perjuangan dan
upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus dan meningkat dari waktu ke
waktu dan dilandasi dengan jiwa nasional dan semangat patriotisme. Adapun
syarat utama berhasilnya perjuangan mencapai cita-cita Nasional itu dengan
terbentuknya dan bekerjanya tata penyelenggaraan Negara yang tertib, bersih
efektif dan efesien, mengabdi pada kepentingan.?

Bangsa dan Negara yang secara sadar atau tidak disadari, dilakukan oleh
lembaga-lembaga penyelenggara Negara itu sendiri serta fungsionarisnya dari
pusat hingga ke daerah yang terkecil sekalipun. Untuk mewujudkan aparatur
Negara yang efisien dan efektif yang paling penting adalah perilaku aparatur
Negara yang bebas dan bersih dari tindakan korupsi. Korupsi bagaikan sebuah
virus yang sangat berbahaya bagi suatu bangsa dan Negara, yang mana Kita
ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat,
bangsa dan Negara, termasuk didalmnya adalah pengelolaan Dana Desa yang

diperuntujan untuk modal Pembangunan oleh pemerintah Desa.?

! Putra dan Farid, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan
Tinggi, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hal. 138

2 Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan
Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, halaman 11-12



Dana desa adalah program yang digagas pemerintah Indonesia sebagai
bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar
wilayah. Sejak peluncurannya, dana desa telah memberikan kontribusi besar
terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, seiring dengan besarnya dana yang dialokasikan, muncul berbagai
permasalahan, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan dana desa.
Penyalahgunaan dana desa seringkali melibatkan kepala desa, perangkat desa,
atau pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut.
Bentuk penyalahgunaan ini dapat berupa penggelapan, mark-up anggaran, laporan
fiktif, hingga korupsi dalam bentuk gratifikasi atau suap.® Penyalahgunaan dana
desa menjadi salah satu permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan negara
di tingkat desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan
ekonomi di tingkat desa, seringkali tidak tepat sasaran, bahkan disalahgunakan
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini tidak hanya
merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan menghambat proses pembangunan yang seharusnya berlangsung

di tingkat desa.

3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Cet 11, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, him. 9.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana
desa diberikan kepada desa untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa,
pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan
sumber daya yang sangat vital untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus
dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.*

Namun, kenyataannya, dana desa sering kali disalahgunakan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bentuk penyalahgunaan dana
desa antara lain adalah penggelembungan anggaran, pengalihan dana untuk
kepentingan pribadi, serta proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak
dilaksanakan sama sekali. Tindak pidana penyalahgunaan dana desa ini tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang
seharusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Korupsi dana desa telah menjadi salah satu isu krusial dalam pengelolaan
pemerintahan di tingkat desa. Program dana desa yang dicanangkan oleh
pemerintah sejak tahun 2015 bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa-
desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Namun, realisasi program ini sering kali terganjal oleh praktik-praktik korupsi
yang dilakukan oleh oknum kepala desa, perangkat desa, maupun pihak terkait
lainnya. Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai

praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro

4 Pasal 5 PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana UU Desa



mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan
tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang
menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.®

Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum,
merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bertanggung jawab dalam
melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus korupsi dana desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Polri memiliki fungsi penegakan hukum, termasuk
pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum
untuk memproses pelaku tindak pidana korupsi tentunya selain komisi independen
yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pelaksanaannya, menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya
pengawasan internal di desa, rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap
hukum, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena
itu, analisis hukum terhadap peran Polri dalam penanganan korupsi dana desa
menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan mencari
solusi atas kendala yang ada. Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa ini
menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Tidak hanya merugikan keuangan

negara, tetapi juga menghambat pembangunan di desa, menurunkan kepercayaan

5 Taufikqurrahman, M. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan
Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122



masyarakat terhadap pemerintah, serta memperburuk citra pengelolaan keuangan
publik. ©

Mislanya saja kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone Bolango,
dalam kurun waktu 3 tahun Terakhir terdapat 5 Kasus korupsi Dana Desa.
Diantaranya penulis mengambil kasus korupsi dana desa yang menjerat Kepala
Desa di wilayah Kab Bone Bolango, yakni oknum Kepala Desa yang berinisial
EB bersama rekan kontraktor yang berinisial HS Di desa Mo’opiya Kecamatan
Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dengan atas tuduhan penyalahgunaan Dana
Desa Tahun 2017.

Berdasarkan pemeriksaan Kepala Desa selaku pemegang kuasa
pengelolaan keuangan desa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana
anggaran biaya, dan mempertanggung jawabkan secara fiktif untuk pembangunan
Tanggul Pantai di Desa Mo’opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone
Bolango tahun 2017. Sehingga akibat perbuatan oknum Kepala Desa dan
penyedia barang jasa tersebut negara di rugikan hingga ratusan juta rupiah.
Berdasarkan hasil perhitungan tim teknis dan tim auditor dari BPKP Perwakilan
Provinsi Gorontalo terdapat kerugian negara sebesar Rp. 333.086.000.’

Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa lemahnya
pengawasan, kurangnya pemahaman hukum, serta minimnya akuntabilitas
menjadi penyebab utama penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan fenomena
tersebut, analisis hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa

menjadi sangat penting. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman mengenai

6 Zakariya, R. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus
Operandi. Jurnal Antikorupsi. Vol. 6, No. 2, Hal. 264.
7 Unit Tipikor, Polres Bone Bolango.



ketentuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, serta upaya-
upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan dana
desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui
sejauh mana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa
dan bagaimana langkah-lapngkah preventif serta penegakan hukum yang dapat
diambil untuk meminimalisir praktik penyalahgunaan dana desa di masa
mendatang.

Dengan adanya analisis hukum yang komprehensif, diharapkan aparat
berwajib dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi
penyalahgunaan dana desa, sehingga dana desa benar-benar serta daoat dihasilkan
rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi
dalam pengelolaan dana desa, oleh karena itu menjadi menarik oleh penulis untuk
mengkajinya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Tindak
Pidana Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Mo’opiya)”

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa di Desa
Mo’opiya?

2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam penanggulangan terhadap
terjadinya penyalahgunaan dana desa di Desa Mo’opiya di Kabupaten Bone
Bolango?

1.3 Tujuan Penlitian.
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa di

Desa Mo’opiya.



2.

1.4

1.

Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulangan terhadap
terjadinya penyalahgunaan dana desa di Desa Mo’opiya di Kabupaten Bone
Bolango.

Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan ketentuan tentang
mekanisme pengawasan dan akutabilitas terkait Tindak Pidana
Penyalahgunaan Dana Desa.

Secara praktis dapat menambah wawasan bagi penyusun dan memberikan
kontribusi praktisi hukum dan mahasiswa terkait bagaimana mekanisme
pengawasan dan akuntabilitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa,
serta Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana

penyalahgunaan dana desa di tingkat pemerintahan desa.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Penegakan Hukum
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan
ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat. Penegakan hukum
dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang
dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan
hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota
pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan
penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-
orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.®

Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut
sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan
untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung
terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan
menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk
orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan
seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak
pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan

atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di

8 Sanyoto, Teori Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers,2012, hal. 21



masyarakat dan negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya
keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.
Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula
diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek
hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang
keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan
hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak
didalam hukum pidana saja.®

Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.
Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan
gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari
penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam
kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan
kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.°

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu
hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali
dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya.
Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah
suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk

mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum.

® Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. Beliau menulis artikel berjudul "Penegakan Hukum di
Indonesia" yang diterbitkan dalam Jurnal El-Afkar, Volume 3, Nomor 1, tahun 2014, pada halaman 77-86.
10 1bjt.hal.8
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Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk
menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara
hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati
dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak
hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini
bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan
hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat
untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan
atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.!!

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara
hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai
penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang
ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap
masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah
hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak
menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum

dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik.

11 1bit.hal.8
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Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak
hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu
menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-
undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah
masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan
perundang_undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi
pemerintahan yang mendukung penegakan hukum. Beberapa permasalahan
dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama
adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta
hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara
perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai
dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah
perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum
yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama
penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia
bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang
menjalankan hukum (penegak hukum).*? (Eman Sulaiman : 2016 : 67).

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu
sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk
penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang

meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

12 Eman Suleman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia" yang ditulis oleh Eman Sulaiman
dan diterbitkan dalam Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 2, Nomor 1, tahun 2016,
hal. 67



12

Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang
mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa faktor permasalahan penegakan
hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara
professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam
memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk
bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja,
yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang
membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang kenam adalah
tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan
hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program_program
pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi
penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum,
masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar
hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara
pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di
masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum
tetap dijaga.

Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan
hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta
dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang
lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum

dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam
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penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan
kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan
perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara
Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum
yang sifathya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah
teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan
hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur
orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum
yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dianggap sangat penting.
Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan
rakyatnya.

Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib
menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah
memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi
yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa 10
inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk
mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.
Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan
keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan

bermasyarakat.



14

Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah
perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum
dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk
membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar
terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan
hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta

terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

2.1.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindak pidana korupsi memiliki
kekhususan atau karekteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana
pada umumnya. Kekhususan karakteristik ini menentukan focus atau metode
yang digunakan dalam penyilidikan. Bahkan ketika sudah spesifik penyelidikan
dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, maka harus diperhatikan jenis tindak
pidana korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, apakah tindak pidana
korupsi penyuapan, atau jenis tindak pidana korupsi yang lain.

Berikut akan diuraikan rangkaian kegiatan penyelidikan secara
berurutan sebagaimana tehnik Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
berdasrkan perundang-undangan, yaitu:

1 Menelaah Laporan.
2 Menyusun Hipotesis
3 Menyusun Tim Penyelidik

4 Menyusun Rencana penyelidikan
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5 Pengumpulan Bahan, Keterangan dan Informasi
6 Evaluasi Pelaksanaan Penyelidikan
7 Ekspose Hasil Penyidikan
8 Meningkatkan Status Penanganan Perkara dari Penyelidikan ke
Penyidikan.
9 Pemberkasan Hasil Penyelidikan
Penyidikan yang menurut KUHAP, diartikan sebagai serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya, berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana
korupsi itu lebih pada upaya untuk ghatering evidence atau mengumpulkan
bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan
bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dengan bukti
yang sudah terkumpul itu, maka akan terang tindak pidana korupsi yang
terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.*3
Berdasarkan hal tersebut, seperti halnya dalam panduan teknis
penydidikan dan pemberkasan oleh kejaksaan republik Indonesia telah
menejaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana
korupsi sebagai berikut:*

1 Persiapan Penyidikan.

13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2014, him. 111-112.

14 Modul Teknik Penyidikan dan pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Badan Diklat Kejaksaan
Agung Republik Indonesai, 2019, hak 26
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Dalam melakukan penyidikan perlu langkah-langkah persiapan yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana
Korupsi (LKTPK), Secara Umum LKTPK dapat bersumber
dari berbagai pihak yaitu:

1) Hasil penyelidikan yang dinaikkan ke tahap penyidikan.

2) Hasil pengembangan perkara dari perkara yang sedang
dilakukan penyidikan, sedang dalam tahap
penuntutan/persidangan, atau sudah mendapatkan putusan
hakim

3) Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT)

4) Penyerahan dari lembaga penyidik lain atau pengambil-
alihan penanganan perkara (oleh KPK).

b. Pembentukan Tim Penyidik dan Penerbitan Surat Perintah
Penyidikan, Tim Penyidik tertuang dalam Surat Perintah
Penyidikan. Dalam menyusun keanggotaan Tim penyidik harus
memperhatikan tingkat kesulitan tindak pidana korupsi yang
akan disidik serta ketersediaan jumlah SDM. Semakin
kompleks permasalahan dan semakin luas ruang lingkup
perkara korupsi yang disidik, maka jumlah timnya juga
semakin banyak.

c. Analisa LHPTPK, Ketika tim penyidik sudah dibentuk dengan

surat perintah penyidikan, maka LHPTPK harus segera
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dianalisis. Hasil analisis ini dimaksudkan sebagai bahan dalam
menyusun Rencana Penyidikan atau ren-dik.
2 Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan

Ketika Surat Perintah sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari
penyidik untuk memberitahukan dimualinya penyidikan kepada
Jaksa Penuntut Umum vyang biasa dikenal dengan Surat
Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur
dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 109 ayat (1) UU No.8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang teah diperbaharui
dengan berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi.

3 Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekwensi hukum, oleh
sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus
berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi
penyidikan yang baik. Petugas yang melakukan tugas administrasi
penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan ini akan
sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan
adminstrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan,
pembuatan berita acara dll, yang kesemuanya itu akan membantu
kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil
penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga

penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya
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masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang
sifatnya internal.
Menyusun Rencana Penyidikan (ren-dik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh
penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana
penyidikan atau biasa disebut ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan
sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan. Adapun hal-hal
penting yang tercantum dalam ren-dik itu meliputi:

(a) Rencana Pemanggilan Saksi
(b) Rencana Mengumpulkan Alat Bukti Surat
(c) Rencana Mengumpulkan Alat Bukti Petunjuk
(d) Rencana Meminta Keterangan Ahli
(e) Rencana Pemeriksaan tersangka
Rencana Melakukan Upaya Paksa

Salah satu Kkegiatan penting dalam penyidikan adalah
melakukan penggeladahan. Penggeladahan dapat dilakukan segera
setelah tindak pidana terjadi, dengan terlebih dahulu dilakukan
pengamanan terhadap TKP. Hal ini biasa terjadi terhadap tindak
lanjut OTT. Namun demikian penggeladahan juga dapat dilakukan
terhadap tindak pidana yang sudah lama terjadi, namun demikian
dirasa terdapat informasi penting yang kemungkinan tersimpan
disuatu lokasi yang terkait dengan tindak pidana, yang selanjutnya

tindakan upaya paksa berupa, Penyitaan, Rencana Penahanan,
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Rencana Penelusuran Aset, Rencana Rekonstruksi, Rencana

Konfrontasi, kordinasi antara penegak hukum terkait, dan evaluasi

Sebelum pelimpahan berkas ke tahapan selanjutnya.
2.2 Tinjauan Umum Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa
Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat
kepada setiap desa di Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk
mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan
pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
mengurangi kemiskinan, serta memajukan pembangunan desa secara mandiri.
Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Presiden no 8 th 2016 pasal 1 ayat 2)
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan
bahwa Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk
menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti
pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana

telah diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
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2.2.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Desa

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun

2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dapat kami sampaikan hal

sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud
merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih
dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran,
pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian
dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun
2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan
pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang

diamanatkan dalam UU APBN TA 2024.

Mengingat pentingnya informasi yang dimuat dalam kedua PMK tersebut
dan perlunya dilakukan percepatan dan perluasan informasi secara resmi
melalui laman resmi DJPK, bersama ini disampaikan kedua PMK
dimaksud untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa

ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on
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top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung
berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraandan pemerataan pembangunan Desa.
Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:
30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota. 20% untuk luas wilayah
kabupaten/kota. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan
tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.®
Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota
menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara
pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan
peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa
untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka
kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot: 30% untuk
jumlah penduduk desa. 20% untuk luas wilayah desa. 50% untuk angka
kemiskinan desa. Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai
faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor
yangmeliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi
dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas
wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis

bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan

15 A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal, 12
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cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah
bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa
sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan secara bertahap, dengan
ketentuan sebagai berikut: a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%; dan b.
Tahap Il, pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
RKUD. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

49/PMKO07/2016.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi
2.3.1 Pengertian Korupsi
Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang
hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur
sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;

2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
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Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain
diantaranya
2. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan dalam jabatan
5. lkut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara
Negara)
6. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara Negara}.
Ditinjau dalam perspektif etimologi, korupsi merupakan kata yang
asing dalam bahasa Indonesia. Dalam Webster Studen Dictionary, korupsi
berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus.16 Selanjutnya disebutkan
bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, kata dalam
bahasa latin yang sejak dulu lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke
banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt, Perancis, yaitu
corruption; dan Belanda yaitu corruptive (korruptie), dengan demikian asumsi
yang kuat bias dikatakan istilah korupsi dari bahasa Belanda dan menjadi
bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Di dalam Black’s Law Dictionary dalam
bukunya Effendi tentang korupsi itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang
bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan
kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan

jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk

16 Marwan Effendy, 2013. Korupsi & Strategi Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, hal 82
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dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan
hak-hak dari pihak lainl7.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni Corrumpere. Kata ini
kemudian melahirkan kata Corruptio atau Corruptus. Dari bahasa Latin itulah
turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (Corruption, Corrupt), Perancis
(Corruption), dan Belanda (Corruptie, Korruptie). Oleh sebab itu, kita dapat
memberanikan diri menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu
turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”18.

Secara harfiah dari kata korupsi dapat diartikan sebagai, keburukan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral peyimpangan dari kesucian,
kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah®®. Lebih lanjut
koorupsi secara harfiah adalah sebagai perbuatan yang dapat digambarkan
dengan beberapa perilaku sebagai berikut berikut?°:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan
ketidakjujuran.

2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang
sogok dan sebagainya.

3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat
buruk:

a) Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.

17 Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum
Pidana, Referensi, Jakarta, 2012, hal.80

18 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia, 1986,
Him. 9.

19 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, HIm. 4.

20 Mispansyah dan Amir llyas, Op.cit, Hal. 18
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b) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
c) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara
tidak tepat dalam satu kalimat

d) Pengaruh-pengaruh yang korup.
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melanggar aturan
hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Jo. Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan utama khsus mengenai tindak pidan
koorupsi, hanya saja dalam ketentuan lainpun terdapat beberapa pengaturan,
misalnya seja sebelum berlakunya ketentuan ini, korupsi telah lama dikenal
dalam hukum pidana sebagai bagian dari kejahatan dalam jabatan.

Seperti halnya tindak pidana pada umumnya yang bersumber dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah
strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering
mempergunakan delik, olehnya itu tindak pidan korupsi deikenal juga dengan
delik korupsi, sebagaimana pendefinisiannya tindak pidan korupsi hanya
merujuk pada unsur-unsur sesuai denga napa yang telah diatur dalam
ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, karena sifat dasar dari
hukum pidana sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno bahwa,21 pada
hakikatnya tindak pidana merupakan suatu definisi dasar dalam hukum

pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, jadi tidaklah mudah

21 Wirjono Prodjo, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung,2002, hal 121
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mendefinisikan istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana bertujuan
agar memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan
pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana
serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana adalah merupakan suatu
istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa
Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”. 22

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah
hukum pidana dari hukum pidana, yang dikenal sebagai hukuman di Belanda.
Istilah hukuman adalah istilah umum untuk semua jenis sanksi di bidang
hukum perdata, administrasi, disiplin dan pidana, sedangkan istilah hukum
pidana didefinisikan secara sempit dan hanya mencakup sanksi pidana.
Hukum pidana mengatur sanksi untuk pelanggaran hukum. Sanksi pada
dasarnya merupakan suplemen yang disengaja untuk penderitaan.
Penambahan penderitaan yang disengaja ini juga merupakan fitur pembeda
yang paling penting antara hukum pidana dan hukum lainnya®

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai
sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga memerlukan
penanganan yang luar biasa. Selain itu upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan

22 |aden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal 12
23 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta,
2009, hal.102
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kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakkan hukum guna
menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.
2.4 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan atau investigation dalam bahasa inggris pada akhir
abad pertengahan berasal dari bahasa Latin yaitu investigare kemudian
menjadi investigation dan kemudian diserap dalam bahasa inggris menjadi
investigate dan investigation.

Adapun pengertian penyelidikan berdassarkan hokum positif yaitu
berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP,
diformulasikan sebagai berikut; Penyilidikan adalah serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mencermati pengertian penyelidikan menurut KUHAP terdapat
kata kunci yang penting, yaitu bahwa dalam penyelidikan itu merupakan
tindakan penyelidik untuk “mencari dan menemukan”. Apabila pengertian
penyelidikan menurut kamus dan menurut KUHAP, sesungguhnya
pemaknaannya hampir sama, kata-kata yang dipergunakan relative
memiliki makna yang sama.

Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP:
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
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guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian penyidikan menurut
KUHAP terlihat bahwa pengertian penyidikan lebih bermakna mencari
dan mengumpulkan bukti. Dengan demikian pemaknaan penyidikan dilihat
dari katanya sebenarnya tidak berbeda dengan penyelidikan, bahkan
pengertian penyelidikan lebih memiliki makna yang lebih luas daripada
penyidikan itu sendiri.

Kembali kepada pemaknaan penyelidikan dan penyidikan
berdasarkan KUHAP, maka terlihat jelas tingkatannya, dimana penyidikan
tingkatannya lebih tinggi dari penyelidikan. Demikian juga konsekwensi
hokum vyang ditimbulkan dari penyidikan lebih berat dibandingkan
penyelidikan. Namun demikian keduanya merupakan sebuah rangkaian
dari proses untuk menemukan peristiwa pidana dan menemukan tersangka
yang didukung oleh alat bukti.

Dilihat dari sisi urutannya, maka guna menemukan peristiwa
pidana terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, kemudian setelah
ditemukan bukti permulaan yang cukup maka ditingkatkan ke penyidikan
dan ditentukan tersangkanya. Namun demikian tidak berarti semua harus
dimulai dari tindakan penyelidikan, karena bisa jadi suatu tindak pidana
tanpa didahului dengan penyelidikan, sudah dapat langsung ditingkatkan
ke penyidikan karena alat bukti yang tersedia memang sudah mencukupi.

Dengan memperhatikan pengertian hal-hal tersebut diatas, maka
tehnik penyelidikan dapat diartikan sebagai metode atau cara yang

dipergunakan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
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peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan tehnik penyidikan adalah
metode atau cara penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk
membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Desa

2.5.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis,
desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a
country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya
berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan
Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan
hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat
satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di
tempat atau wilayah yang sama?. Terbentuknya masyarakat hukum yang
disebabkan oleh adanya rasa keterikatan orang-orang pada suatu daerah
tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum
demikian memiliki tiga bentuk, yaitu:?®
a. Masyarakat Dusun (de Dorpsgemeenschap), masyarakat dusun diartikan

sebagai himpunan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya

24 Setiady, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002, hal 83
%5 Sandra Moniaga, “Adat Dalam Politik Indonesia”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010. Him.
348



30

meliputi perkampungan (pedukuhan) yang berdiri dengan seluruh pemuka
masyarakat serta pusat kedudukanya berada di daerah tersebut.

b. Masyarakat Wilayah (de Streekgemenschap), masyarakat wilayah
merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu
masyarakat hukum yang lebih besar.

c. Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (de Dorpenbond), beberapa
masyarakat dusun yang saling berdampingan (bertetangga) membentuk
suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan secara
bersama-sama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan
bersama, berarti telah membentuk suatu gabungan dusun.

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak jaman
kerajaankerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah
wilayahwilayah yang mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa.
Sedangkan bagaimana pemerintahan menyelenggarakan pemerintahanya,
kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang
bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan
tata caranya sendiri. Istilah adat artinya “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan
merupakan, tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan
cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.?® Desa
adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan dilandasi pemikiran

% 1bid, hal. 350
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otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat Desa
merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat
yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Selanjutnya, Soenardjo
menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat
dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-
batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena
keturunan maupun karena samasama memiliki kepentingan politik, ekonomi,
social dan keamanan serta memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama,
memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan
urusan rumah tangga sendiri.?’
2.5.2 Kedudukan Desa

Pemerintahan Desa di masa orde baru diatur melalui Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini
bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan
Pemerintahan Desa. Istilah Desa dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dimaknai sebagai suatu
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi.?®

Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan

Republik Indonesia. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas

27 A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 114

28 AW. Widjaja. 2008. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
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wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan
kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan
pemerintahan  kecamatan, maka  keberlangsungan  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari kecamatan. Pada
masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui menjadi Undang-
undang Nomor 23 TAhun 2014.

Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk Desa
seperti asal-usulnya yang secara historis belum mendapat pengakuan dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan pengertian
Desa, pengertian Desa dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 vyaitu;
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sebuah pemerintah terdepan yang berhadapan
langsung dengan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah secara riil
dilapangan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya

disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas



33

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat
diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pasal 200
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam pemerintahan daerah kabupaten
atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan
badan permusyawaratan desa Desa di kabupaten atau kota secara bertahap
dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan
prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang
ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal desa berubah statusnya menjadi
kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan
yang bersangkutan.?®

Pasal 202 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , pemerintahan desa
terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lainya. Urusan yang menjadi kewenangan
desa mencakup:

a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal- usul desa;

29 Jimly Asshiddihie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
2009, hal 279
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b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota

yang diserahkan pengaturanya kepada desa;

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau

pemerintah kabupaten atau kota;

d. Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundangundangan

diserahkan kepada desa.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: “Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 dinyatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
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2.6 Kerangka Pikir

- Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
- UU UU No.31 Tahun 1999 jo 20 tahun 2001tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan Hukum Terhadap
Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa
Mo’opiya

-

\_

N 4 N

Faktor penyebab terjadinya Upaya penegakan Hukum
Penyalahgunaan Dana Desa di Terhadap Penyalahgunaan Dana
desa Mo’opiya: Desa di desa Mo’opiya:
- Faktor Lemahnya - Upaya Refresif

Pengawasan - Upaya Preventif
- Faktor Kesengajaan Pelaku

J o /

Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan
Dana Desa Di Desa Mo’opiya




2.7 Definisi Operasional

1.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan tindak pidana yang
menyebabkan kerugian keuangan Negara, sebagaiman yang telah
diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Penyidik adalah penyidik kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.
Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan
desa, yang bertugas mengelola pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah
pusat kepada setiap desa di Indonesia sebagai bagian dari komitmen
untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa.

Kompetensi aparat desa adalah kemampuan, pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh aparat desa untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa dengan baik dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Budaya Korupsi adalah sikap yang membiasakan praktek korupsi

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

36



7. Pengawasan Dana Desa adalah serangkaian kegiatan untuk
memastikan penggunaan dana yang dialokasikan untuk desa
dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

8. Pengawasan Internal, pengawasan ini dilakukan oleh pihak-pihak di
dalam desa atau pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan
dana desa, seperti kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD),
dan masyarakat desa.

9. Pengawasan eksternal, pengawasan oleh pihak luar bertujuan untuk

memberikan kontrol tambahan.
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BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan gabungan metode penelitian hukum
yang terdiri dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (Statute Aprroach) dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach)
dimaksudkan untuk menelusuri ketentuan terkait upaya penindakan dan
pencegahan secara nirmatif, serta penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk
mengungkap praktek penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa serta
upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

3.2 Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Penegakan Hukum
Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Mo’ opiya.
3.3 Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Bone Bolango, dan
Kantor Desa Mo’opiya Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango.

Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan alasan bahwa di tempat
tersebut ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang berdasarkan data awal
yang dihimpun penulis.

3.4 Jenis dan Sumber Data
Untuk mengumpulkan data pada peneltian ini, penulis menggunakan dua

jenis data yaitu:
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a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber
yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam
peneltian ini.

b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelsan mengenai
bahan hokum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan,
buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel
a. Populasi
Menurut Ronny Hanitjo Soemitro® Populasi adalah seluruh objek atau
seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh:
1. Aparat Desa
2. Penyidik di Polres Bone Bolango
b. Sampel
Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi,
dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan
metode purposive sampling, yaitu metode yang mengambil sample melalui
penunjukan berdassarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Maka
yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut:
1. 2 Orang Aparat Desa.

3. 1 Orang penyidik di Polres Bone Bolango

380 Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2009, hal. 23
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3.6 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpullan data yang digunakan adalah sebagi berikut:
1. Observasi, yaitu seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang
diteliti.
2. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh penulis kepada responden
untuk menggali informasi dari pihak yang terkait.
3.7 Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif
deskriftif, maksudnya data yang diperoleh akan uraikan sesuai dengan
permasalahan yang dikaji secara argumentative, kemudian akan di deskripsikan
berdasarkan vaeriabel dengan berpedoman pada data empiris baik primen maupun
sekunder sehingga dapat memberikan kesimpulan atau jawaban objek
permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak
pidana penyalahgunaan dana desa, serta upaya yang dilakukan oleh Unit

Kepolsian Resort Bone Bolango terkait tindak pidana penyalahgunaan dana desa.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa di desa
Mo’opiya.
Penyalahgunaan dana desa atau yang dikenal dengan tindak pidana

korupsi merupakan salah satu perbuatan krusial dalam pengelolaan
pemerintahan di tingkat desa. Demikian halnya yang terjadi di salah satu Desa di
Kabupaten Bone bolngao, yang menjadi sasaran penelitian oleh penulis. Dalam
posisi kasus yang dapat dianalisis, tindak pidana penyalahgunaan Dana Desa
telah terjadi berawal dari program dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah
sejak tahun 2015 bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Namun, realisasi program ini disalahgunakan oleh praktik-praktik korupsi yang
dilakukan oleh oknum kepala desa, perangkat desa, maupun pihak terkait
lainnya.

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai
praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro
mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat di
kenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang
menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.®!
Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum,
merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bertanggung jawab dalam

melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus korupsi dana desa.

31 Taufikqurrahman, M. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan
Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Polri memiliki fungsi penegakan hukum, termasuk
pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum
untuk memproses pelaku tindak pidana korupsi tentunya selain komisi
independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hasil temuan penulis, bahwa selain kasus yang terjadi di desa
Mo’opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kepolisian Resort
Bone Bolango telah juga menangani 5 Kasus korupsi Dana Desa di wilayah
Bone Bolango, dalam kurun waktu 3 tahun Terakhir. Namnun dari beberapa
kasus tersebut, penulis hanya memfokuskan pada kasus korupsi dana desa yang
menjerat Kepala Desa di wilayah Kab Bone Bolango, yakni oknum Kepala Desa
yang berinisial EB bersama rekan kontraktor yang berinisial HS Di desa
Mo’opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dengan atas tuduhan
penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2017, yang berdasarkan pemeriksaan oleh
penyidik bahwa Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan
desa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya, dan
mempertanggung jawabkan secara fiktif untuk pembangunan Tanggul Pantai di
Desa Mo’opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango tahun 2017.
Sehingga akibat perbuatan oknum Kepala Desa dan penyedia barang jasa

tersebut negara di rugikan hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan hasil
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perhitungan tim teknis dan tim auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi
Gorontalo terdapat kerugian negara sebesar Rp. 333.086.000.%

Jelas sebagai sebuah tindak pidana, dalam hal ini aparat kepolisian
bersama pemerintah telah melakukan beberapa upaya pencegahan dengan
terlebih dahulu menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi, khsusunya
yang menjadi objek penelitian penulis. Memang dalam pelaksanaannya,
menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal di desa,
rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap hukum, serta keterbatasan
koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menganalisis
satu persatu berikut penulis sajikan berdasarakan hasil penelitian yang telah
dilakukan.

3.1.1 Faktor Lemahnya Pengawasan

Dalam kasus yang dimaksudkan ini, terdapat beberapa hal yang
terungkap yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, merupakan faktor
dominan dalam hal menjadi penyebab utama penyalahgunaan dana desa.
Berdasarkan fenomena tersebut, analisis hukum terhadap tindak pidana
penyalahgunaan dana desa menjadi sangat penting. Dalam hal ini, diperlukan
pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pengawasan
pengelolaan dana desa, serta upaya-upaya dalam pengawasan tersebut yang
dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.

Dari pelaku korupsi yang mayoritas merupakan pejabat, tentunya

terdapat pola-pola kejahatan korupsi yang dilakukan. Berdasarkan hasil temuan

32 Unit Tipikor, Polres Bone Bolango.
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dalam wawancara yang dilakukan oleh Bapak Burhan Misilu yang menyatakan

bahwa:

Dalam hal kerupsi yang terjadi ini, oleh kami selaku aparat desa, masih
menganggap bahwa terjadinya kasus di desa kami dikarenakan
minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang terlah
ditunjuk, sehingganya dalam pekerjaan proyek Pembangunan, terjadi
salah dalam pemahaman pelaksanaan, dalam hal ini misalnya dalam
kasus yang melibatkan Kepala Desa periode sebelumnya yang berinisial
EB sampai saat ini kami meyakini yang bersangkutan tidak melakukan
korupsi tetapi ini kesalasan teknis, ada beberapa pekerjaan yang
pertama, HOK yang seharusnya di kerjakan 1 hari di jadikan 2 hari jadi
temuan dana tembatan perahu yang lain sudah terpakai di HOK
tersebut.y ang kedua; pembuatan mall,mall tersebut seharusnya kontrak
3 juta per satu mall terus pembelian kayu sudah sudah melebihi 3 juta
jadi menurut pak burhan itu tidak etis. Sebenarnya dalam hal ini, murni
karena ketidak tahuan Aparat desa, yang sebenarnya jika pengawasan
itu jalan, kami meyakini hal ini tidak akn terjadi, dan tidak aka nada
pelanggaran terhadap Perundang-undangan mengenai korupsi di des

ini”.38

Dalam kasus korupsi dana desa, menurut penulis, berdasarkan hasil

wawancara diatas, bahwa ketidk tahuan terhadap hukum jelas bukan merupakan

sebab terlepasnya seseorang terhadap pertanggung jawaban pidana, jelas bahwa

setiap bentuk kerugian negara dalam pengelolaan dana milik negara haruslah

dipertanggung jawabkan menurut hukum, dalam prosesnya kasus ini sudah

dilaukan penegakan hukum, meskipun menurut aparat yang ada didesa, bahwa

sebenarnya hanya persoalan mispresepsi, bukan sebagai bagian dari korupsi, hal

ini jug

a diutarakan oleh ibu Irma Ningsi soga selaku aparat desa terkait

penyalahgunaan dana desa, beliau menjelaskan bahwa:

Dalam kasus kerupsi yang terjadi pada beberapa tahuan silam tersebut
sebenarnya bukan kesalahan dari Mantan Kades, sebaliknya Hasrun

33 Wawancara Bapak Burhan Misilu, selaku kepala dusun
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Saleh (HS) selaku kontraktor pengadaan barang tidak sesuai dengan apa
yang di harapkan desa contohnya kawat yang seharusnya nomor 12
(besar) yang di adakan hanya kawat nomor 8 (kecil), dan akhirnya

pekerjaan tidak selesai, sehingga ada temuan, dan masuk pemeriksaan,

bahkan menjadi dugaan tindak pidana korupsi” 3*

Melihat fakta yang ada, meskipun dari pihak desa tidak menerima itu
sebagai sebuah tindak pidana, namun jelas bahwa kerupsi bukan hanya semata
mengambil uang milik negara, namun atas ketidak sesuaian dalam Pembangunan
proyek tentunya dapat menjadi temuan yang dapat dikategorikan sebagai tindak
pidan korupsi, sehingganya sangat diperlukan pengawasan, bahkan ditingkat
teknis dalam hal ini pelaksana proyek, pemerintahan desa, hingga pemerintahan
daerah dan aparat berwewenang lainnya. Sehingga setiap pelaksanaan proyek di
desa tidak lagi membedakan antara kesalahan teknis dan korupsi itu sendiri,
kaeran memang salah satu bagian dari pelanggaran terhadap perundang-
undangan korupsi yakni mark up dan atau lebih bayar, jelas hal ini merugikan
keuangan negara, yang dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman
pidana maksimal 20 tahun penjara.

Pengawasan terhadap pelaksanan proyek di Tingkat desa bisa dilakukan
dalam berbagai tahapan, adanya pengawasan yang berjenjang jelas akan
menekan potensi terjadinya penyalahgunaan dana desa. Dalam penelitian
lapangan mengenai pengelolaan keuangan desa, dan hasil wawancara bersama

aparat desa ditemukan bahwa selain paktor pengawasan terdapat juga faktor

34 Wawancara Ibu Irma Ningsi, aparat pemerintah desa
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lainnya yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam proses
pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan
kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan
Permusawaratan Desa (BPD).

Mengingat Badan Permusawaratan Desa (BPD), sebagai Lembaga
internal yang memiliki fungsi pengawasan ditingkat pemerintahan desa, menurut
penulis juga harus berperan penting dalam hal pengawasan, hal ini dikarenakan
pengelolaan dana desa tanpa terkecuali dalam proyek berjalan pada satu periode
tahun berjalan juga merupakan bagian dari objek yang wajib di awasi, misalnya
dalam hal kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang
berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode
tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan
wewenang yang diberikan.

Pada tahap pelaporan, pemerintah Desa menyusun laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada
Bupati/walikota. Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan yaitu
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota
berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan
semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi
pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya, artinya dalam pelaksanaannya BPD tentunya

memiliki peranan penting dalam hal pemngawasn, yang dapat mencegak
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terjadinya penyalahgunaan dana desa. Ketiga faktor tersebut menjadi
penghambat pengelolaan keuangan desa yang berpengaruh pada pelaporan yang
tidak sesui baik fisik bangunan maupun waktu pelaksanaan proyek. Menurut
penyidik di Polres Bone bolango, unit tipikor menjelaskan bahwa:

“Banyak kejadian di desa, dalam hal penyalhgunaan dana desa terjadi
karena ada celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu
lantaran dana desa dikelola dengan bebas tanpa mengindahkan
ketentuan yang memang telah menyediakan rambu-rambu yang
berfungsi sebagai intrumen pengawasan. Ditmabh lagi pengawasan
secara ekternal dari pelaksan teknis proyek, Lembaga pengawasan di
desa, mislanya BPD dan partisipasi pengawasan oleh masyarakat desa
secara langsung, selanjutnya diperlukannya sistem yang menerapkan
prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif dalam proses keuangan
desa, khususnya dibagian dana desa. Proses tersebut mulai dari
perencanaan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggunjawaban, terkahir adalah pengawasan. Dalam hal ini peneliti
akan fokus membahas mengenai pelaporan dan pertanggunjawaban
berdasarkan ketiga prinsip yaitu transparan, akuntabilitas, dan
partisipatif.3®

Disisi lainnya dalam pengawasan yang tentunya menjadi penyebab

terjadinya penyalahgunaan dana desa Di desa Mo’opiya Kecamatan Bone Raya
Kabupaten Bone Bolango, yakni pola pemgawasan yang minim, baik dari
Tingkat pemerintahan kecamatan, dalam bentuk evaluasi terhadap Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta pemerintahan Daerah
Bone bolango itu, sendiri.
3.1.2 Faktor Kesengajaan Palaku

Selain faktor lemahnya pengawasan terhadap pengeloaan dana desa,
sebagaimana yang telah diurakan dalam sub bab sebelumnya, berdasarkan hasil

penelitian penulis menemukan bahwa disamping faktor penyebab tersebut

35 Wawancara Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bone Bolango.
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terdapat satu lagi faktor yang perlu juga dibahas dalam penelitian ini yakni
hambatan dari sisi kesengajaan untuk mengambil keuntungan dalam tindak
pidana korupsi ini. Adapun bentuk kesengaajaan ini tentu berangkat dari
kebisaan pada umumnya setiap pelaku korupsi, yakni ingin mengambil
keuntungan.

Sebagaiman dalam hasil penyidikan bahwa ada unsur mengambil
keuntungan dalam pengerjaan proyek oleh Oknum Mantan Kepala Desa
tersebut, sebagaiman dalam wawancara Kanit Tipikor Satreskrim Polres
Bonebolango yakni bapak Aipda Calvyn F. Kumois, S.IP. yang menyampaikan
bahwa:

“Oknum mantan kades di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone
Bolango, bersama rekanya, yakni masing-masing EB yang merupakan
mantan kades Mopiya dan HS selaku penyedia, berdasarkan hasil
pengembangan penyidik saat itu ditemukan potensi kerugian negara
yang ditaksir dalam perkara ini berdasarkan audit Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gorontalo mencapai Rp 158 Juta,
kasus itu bermula dari adanya laporan warga tentang tidak selesainya
beberapa proyek di desa, yang ternyata ada penyalahgunaan dana desa
tersebut terjadi dan terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Desa Mopiya
melakukan kegiatan pembangunan tanggul pantai dengan nilai proyek
sebesar Rp 333.086.000.-. diduga kuat ada pekerjaan yang tidak sesuai
prosedur, bahkan tidak kunjung selesai sampai waktu yang ditetapkan.
Alhasil, pembangunan tanggul pantai itu pun tidak bisa dimanfaatkan
olen masyarakat setempat. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata
pembangunan yang bersumber dari dana desa itu diduga telah
diselewengkan. Setelah dilakukan audit olehn BPKP Gorontalo, kerugian
negara mencapai Rp 158 Juta, atau setengah dari nilai proyek. Dari
kasus ini, penyidik menjerat kedua tersangka dengan pasar berlapis dan

diancam dengan pidana penjara maksimal 20 Tahun. "

3 Wawancara di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.
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Masih dalam hal faktor dalam diri sendiri pelaku, berupa dugaan ingin
mengambil keuntungan dari proyek yang dulakukan, hal ini tentu dipengaruhi
juga oleh kebiasaan buruk oknum pejabat dalam menjalankan tugasnya yang
tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diatur dalam
norma hukum yang berlaku. Rendahnya komitmen dan konsistensi dalam
menjalankan apayang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi yang
ada sehingga berakibat rendahnya konsistensi dalam pencegahan dan
pemberantasn korupsi oleh oknum pejabat selain dapat merugikan negara, tentu
akan berdampak pada menurunya kulitas pelayanan publik, dalam hal ini
Pembangunan fisik tidak sesui dengan harapan Masyarakat yang dapat dilihat
berdasarkan hasil temuan, bahwa kegiatan pembangunan tanggul pantai tidak
kunjung selesai sampai waktu yang ditetapkan.

3.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di desa
Mo’ opiya.
3.2.1 Upaya Refresif

Sebagaimana tindak pidana pada umumnya, tindak pidan korupsipun
memiliki mekasnisme sebagaiman yang telah diatur dalam Ketentuan peraturan
perundang-undangan, salah satunya yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 20
tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam
penanganannya dapat dilakukan oleh Polri maupun Kejaksanaa, serta oleh
lembaga Komisi Pemberantasn Korupsi. Dalam hal ini, terkait kasus yang di
jadikan objek penelitian oleh penulis adalah Penyalahgunaan Dana Desa, telah
mendaoat penanganan olek Kepolisian Resort Bone Bolango, pada unit khsusu

Tipikor satreskrim Polres Bone Bolango.
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Penegakan hukum oleh unit khsusus Tipikor satreskrim Polres Bone
Bolango terhadap tindak pidana korupsi dana di desa Mo’opiya Kecamatan
Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, merupakan upaya penting dalam menjaga
kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten
Bone Bolango telah menjadi perhatian serius, mengingat dampak negatifnya
terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Polres Bone
Bolango berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas untuk
menindak pelaku korupsi dan menegakkan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Bone Bolango melakukan berbagai
langkah strategis untuk memberantas tindak pidana korupsi dana desa. Langkah
pertama adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau
indikasi adanya korupsi. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan
saksi, dan analisis dokumen keuangan untuk memastikan adanya
penyalahgunaan dana desa. Kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak,
termasuk Inspektorat Kabupaten dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam,
Inspektorat dan Kejaksaan.

Pada tahap awal penyidikan, unit Tipikor satreskrim Polres Bone
Bolango menerima laporan atau temuan awal terkait dugaan korupsi. Laporan
tersebut bisa berasal dari masyarakat, lembaga pengawas seperti Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Daerah,

maupun hasil pengamatan langsung oleh aparat kejaksaan. Setelah menerima
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laporan, kejaksaan akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan validitas
dan kelayakan laporan tersebut untuk ditindak lanjuti. Pihak penyidik dalam hal
ini juga berdasarkan kewenangannya melakukan upaya-upaya paksa, salah
satunya yakni melakukan penahanan terhadap pelaku. Berdadarkan hasial
wawancara Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bonebolango yakni bapak
Aipda Calvyn F. Kumois, S.IP. dijelaskan bahwa:

“Dalam penanganan korupsi oleh oknum mantan Kades Moopiya,
Kecamatan Bone Raya, EB alias Elfi, penyidik melakaukan penahanan
guan kepentingan pemeriksaan, tersangka ditahan satuan reserse
kriminal Polres Bone Bolango, bahkan kedua tersangka pada saat itu
kami tahan, yakni EB alias Elfi ditahan bersama rekanya HS alias Amin

yang berperan sebagai suplayer dalam proyek pembangunan tanggul

pantai”®

Setelah laporan dianggap valid, penelidik memulai proses penyelidikan
untuk mengumpulkan bukti awal. Penyelidikan ini mencakup pemanggilan dan
pemeriksaan saksi-saksi yang terkait, pengumpulan dokumen-dokumen penting
seperti laporan keuangan, serta melakukan audit forensik jika diperlukan.
Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang modus
operandi, pihak-pihak yang terlibat, serta jumlah kerugian yang diakibatkan oleh
tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan bukti awal yang cukup, penyidik meningkatkan status kasus dari
penyelidikan menjadi penyidikan. Pada tahap ini, kejaksaan memiliki
kewenangan yang lebih luas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti
pemanggilan tersangka, penahanan, dan penyitaan aset yang diduga terkait

dengan tindak pidana korupsi. Kepolisian juga dapat bekerjasama dengan

37 Wawancara di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.
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instansi lain, seperti kepolisian, untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan
yang membutuhkan dukungan teknis atau operasional.

Selama proses penyidikan, kejaksaan fokus pada pengumpulan bukti-
bukti yang menguatkan dakwaan terhadap tersangka. Bukti-bukti ini bisa berupa
keterangan saksi, dokumen-dokumen resmi, rekaman percakapan, maupun
bukti- bukti elektronik lainnya. Kepolisian melalui unit Tipikor satreskrim
Polres Bone Bolango juga melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana
dan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk memastikan keterlibatan
tersangka dalam tindak pidana korupsi. Semua bukti yang terkumpul akan
disusun dalam berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri
Bone Bolango kemudian diserahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan.

Penyidikan oleh kepolisian tidak hanya bertujuan untuk mengungkap dan
menindak pelaku korupsi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara.
kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset yang diduga hasil
tindak pidana korupsi dan mengupayakan pengembalian aset tersebut ke negara.
Proses penyitaan dan pengembalian aset ini dilakukan melalui mekanisme
hukum yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan utama untuk
meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Setelah bukti-bukti yang cukup terkumpul, Polres Bone Bolango
melimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Pelaku korupsi, baik itu
kepala desa atau aparat desa lainnya, akan diajukan ke pengadilan untuk
menjalani proses hukum yang sesuai. Kejaksaan negeri Bone Bolango berperan

sebagai pihak yang menuntut hukuman bagi pelaku berdasarkan bukti-bukti
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yang telah dikumpulkan. Proses pengadilan ini bertujuan untuk memastikan
bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta
memberikan efek jera kepada pihak lain agar tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan data pula yang dihumpun oleh peneliti, diketahui bahwa
sebagai bagian dari upaya refresif, penegakan hukum perkara dimaksud telah
ditindak lanjuti pada tahap penuntutan oleh kejaksaan bone bolango dan telah
dilakukan persidangan pada pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri
Gorontalo dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto, dengan
putusan pidana penjara selama 2 Tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000
juta rupiah subsider 1 Bulan Kurungan, uang pengganti sebesar Rp. 6. 517.000,
subsider 1 Bulan kurungan, sedangkan terdakwa EB yang merupakan mantan
kades Mopiya dijatuhkan putusan pidana penjara 2 Tahun dan enam Bulan
Pidana penjara, dengan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 juta rupiah,
subsider 2 bulan kurngan, serta uang pengganti sebesar Rp. 132. 725.000,
subsider 2 Bulan kurungan. Merujuk pada putusan yang telah dijatuhkan kepada
pelaku, maka upaya refresif dalam bentuk penegakan hukum telah dilakukan,
meskipun bagi penulis sendiri putusan tersebut masih cukup rendah, kerena
menggunakan standar minimum, jika merujuk pada ancaman yang ada dalam
ketentuan sebagaiman dalam wawwancara sebelumnya bahwa:

Pada kasus ini,pada saat itu, penyidik tipikor Polres Bone Bolango

menjerat kedua tersangka dengan pasar berlapis dan diancam dengan

pidana penjara maksimal 20 Tahun. 8

3 Wawancara di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.



3.2.2 Upaya Preventif

Selain langkah penegakan hukum, Polres Bone Bolango juga
aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada aparat desa dan
masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas.
Melalui berbagai program penyuluhan dan pelatihan, pemerintah
berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola
dana desa dengan transparan dan akuntabel. Edukasi ini juga bertujuan
untuk membangun budaya antikorupsi di kalangan masyarakat dan
aparat desa.

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa
di Bone Bolango juga sangat bergantung pada partisipasi aktif
masyarakat Desa. Kab Bone Bolango, melalui aparat penegak hukum
dalam hal ini pihak polres pun terlibat dalam melakukan sosialisaasi
untuk mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi
penggunaan dana desa dan melaporkan jika menemukan indikasi
korupsi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan
lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana
desa.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi dana desa di Kabupaten Bone Bolango oleh Polres Bone
Bolango merupakan upaya komprehensif terdiri atas upaya refresif

yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, pengembalian kerugian
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negara, serta upaya preventif yang bermuatan edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat untuk mencegah dan memberantas serta
menanamkan nilai-nilai atau budaya anti korupsi. Melalui pendekatan
yang holistik ini, diharapkan korupsi dana desa dapat diminimalisir dan
pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan

manfaat yang maksimal bagi masyarakat.>®
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya,

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Faktor penyebab terjadinya  Penyalahgunaan Dana Desa di desa
Mo’opiya, disebkan oleh faktor lemahnya Pengawasan terhadap
pelaksanaan proyek pembangunan fisik dalam hal ini Kkhususunya
pengawasan internal dari Pemerintahan Desa, maupun pengawas pelaksana
tekni dari pihak kontraktor, serta dipengaruhi oleh faktor Kesengajaan dari
para pihak pelaksana proyek, baik kuasa pengguna anggaran dalam hal ini
kepala desa, maupun kontrkator pelaksana teknis proyek pembanguanan di
desa Mo’opiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango.

Upaya penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di desa
Mo’opiya dilakukan berupa upaya Refresif dengan melakukan upaya
penegakan hukum baik penyelidikan, penyidikan termasuk upaya paksa
berupa penahan tersangka, pelimpahan berkas ke kejaksaan serta
pemeriksaan dipersidangan yang telah memutuskan pelaku terbukti
bersalah, serta Upaya Preventif berupa sosilisasi terkait pencegahan
korupsi termasuk mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam
mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan jika menemukan
indikasi korupsi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan

lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.
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5.2 Saran

1.

Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan
pemerintahan di desa, khsusunya dalam pemanfaatan dana desa termasuk
didalmnya melakukan pengawasn jika terdapat proyek pembangunan di
desa, serta melaporkan jika ada dugaan penyelewengan dana desa oleh
aparat desa.

Bagi Pemerintah

Terhadap pejabat pengelola dana desa untuk lebih memperhatikan
ketentuan yang ada dalam pengeloaan dana desa, termasuk dalam
pelaksanaan Pembangunan proyek, selanjutnya bagi aparat penegak
hukum agar lebih giat dalam melakukan sosilaisai dan pengawasan
pengelolaan dana desa, khsususnya di pelosok yang minim akan
pengawasan, serta terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar
rutin melakukan pelatihan pengelolaan dana desa, pelaopran dan

pengawasan internal bagi aparat desa.
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